GUBERNUR BENGEULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR =258 TAHUN 2013
TENTANG

MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12A Ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun
2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendarsan
Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan sesuai
dengan ketentuan Pasal & ayat [9) Peraturan Daerash Provinsi
Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi
Benglkulu, maka untuk Dasar Penghitungan Pengenaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
perlu  menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang
Memberlakukan Secara Mutatis dan Mutandis Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendarasn Bermotor Dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tehun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 3686);



?I‘

10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tenatang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 5%, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025];

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenitukan
Peratran Perundang-undangan, (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang
Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu [{Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 4378);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 fentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajalt Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

tentang Pembentukan Produk Hukum Daersh (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 694);
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14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolasn  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Penghitungan Dasar Pengensan
Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotar;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkuha Tahun 2011 Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Benglkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008
Nomor 7);

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
nomor 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu
(Berita Daerah Provinsi Benghkulu Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSEKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEMBERLAKUKAN
SECARA MUTATIS MUTANDIS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR
PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi
Benglculu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah:

3. Gubernur adalah Gubernur Benglulu;
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4. Dinas Provinsi adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Benghulu;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu;

6. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda 2 (dua atau lebih
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat
berat dan alat-alat besar yang bergerak;

7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang
dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang denmgan dipungut
bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan anghkutan umum dan izin trayek
atau izin tidak dalam trayek;

8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak
atas kepemlikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yvang selanjutnya disingkat BEN-KB,
adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sabagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadssn yang terjadi
karenia jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam
Badan Usaha;

10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang
mengalami perubahan teknis dan atay serta penggunaannys,

11. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang bergerak adalah Alat-alat yang
dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen;

12. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah Harga rata-
rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain Agen Tunggal Pemegang
Merek dan Asosiasi penjual Kendaraan Bermotor;

13. Tahun Pembuatan adalah Tahun Perakitan dan/atau Tahun yang
ditetapkan berdasarkan Registrasi dan Identifikasi oleh Pihak Berwenang;

14. Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari
pabril/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

15. Harga Isi (On the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrik/agen
penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II
PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

Pasal 2
Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
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BAB IIT
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
22 Tahun 2012 tentang Memberlakukan secara Mutatis dan Mutandis
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor di Provinsi Benglulu Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2012 Nemor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlalu.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini malai berlaku pada tanggal diundangkan.
Apgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Benghulu,

tapkan di Bengloalu
tanggal, 26~ oF - =0/3

GUBERNUR BENGKULUﬁ
_ Al )
A' H. JUNAIDI HAMSYAH
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25 - oF - «20/3
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BENGEULLU

. ASN. A, LAMAT

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013 NOMOR =3



